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	This article aims to explain how to implement the school budget activity plan application (ARKAS) in Probolinggo City. This ARKAS application has been implemented in the Probolinggo City Education and Culture office and is used to improve service quality. To increase educational resources needed for school development and RKAS can also function for the government as a monitoring and evaluation tool for school development. This research aims to determine the implementation of accountability reports regarding school financing every year in Probolinggo City. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews. Researchers conducted interviews with 5 employees who understood ARKAS and several parents at elementary schools in Probolinggo City. The implementation of the ARKAS application information system at the Department of Education and Culture in Probolinggo City includes: 1) resources as constituents in the form of funds and equipment as well as all parties involved in the regional government to monitor the budget system and simplify the service system; 2) bureaucratic structure as a determinant of budget programs in planning activities involving all parties in the school in order to successfully prepare and create an environmentally friendly environment; 3) the character of policy implementation as a determinant of budget guidelines in the education budget as a planning tool, namely planning supervision of educational institutions to obtain fast service; 4) environmental characteristics as a determinant of budget guidelines and includes openness of information providing services with an easy and reliable system.
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	Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan implementasi aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS)di Kota Probolinggo. Aplikasi ARKAS ini telah diterapkan di dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan sumberdaya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah dan RKAS juga dapat berfungsi bagi pemerintah sebagai alat monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan laporan pertanggungjawaban mengenai pembiayaan pada sekolah di setiap tahun nya di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Peneliti melakukan wawancara 5 orang pegawai yang memahami mengenai ARKAS dan beberapa walimurid di sekolah dasar Kota Probolinggo. Penerapan sistem informasi aplikasi ARKAS pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kota Probolinggo antara lain: 1) sumber daya sebagai penyususun berupa dana dan peralatan serta segala pihak yang terliubat di pemerintah daerah untuk memonitoring sistem anggaran dan mempermudah sistem pelayanan; 2) struktur birokrasi sebagai penentu program anggaran pada kegiatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang ada disekolah guna untuk keberhasilan penyusunan serta  menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan; 3) karakter pelaksanaan kebijakan sebagai penentu pedoman anggaran dalam anggaran pendidikan sebagai alat perencanaan yaitu merencanaan pengawasan pada lembaga pendidikan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat; 4) karakteristik lingkungan sebagai penentu pedoman anggaran dan memuat keterbukaan informasi memberikan pelayanan dengan sistem yang mudah dan terpercaya. 



	
	
	This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
[image: Lisensi Creative Commons]

	Corresponding Author:
Siti Marwiyah
Universitas Panca Marga
Email : septianacorulz@gmail.com






1. PENDAHULUAN

Administrasi keuangan daerah adalah salah satu kajian penting dalam disiplin ilmu administrasi negara maupun administrasi publik(Syari and Kadir 2020). Keuangan daerah sendiri mengandung arti semua hak dan kewajiban yang memiliki nilai yang dimiliki oleh daerah dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan uang dalam rangka penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional (Sutanjar and Saryono 2019).
Peran menyusun dan mengelola anggaran terdapat pada personal yang menduduki posisi sebagai “Pejabat Perbendaharaan” (Mansir and Purnomo 2021). Adapun tugasnya meliputi sebagai pemegang kuasa pengguna anggaran, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) serta melaksanakan tugas kebendaharaan.
Mengenai pendidikan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung tercapainya pendidikan yang baik, salah satunya adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan(Pasaribu, Harahap, and Mardiana 2020). Peran pendanaan pendidikan sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan.
Biaya pendidikan merupakan unsur terpenting dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola pemerintah maupun sekolah yang dikelola oleh swasta atau yayasan. Tuntutan efektivitas dan efisiensi dalam pencapain tujuan pendidikan dan ketersedian dana terbatas, maka semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan harus dicatat dan dikelola dengan baik. Pembiayaan pendidikan yang terkelola dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada konsumen pendidikan. Baik konsumen internal (siswa, guru, staf dan karyawan yg terlibat) dan konsumen eksternal (wali murid, masyarakat dan pemerintah) (Tembalang et al. 2022).
Pengelolaan dana pendidikan dilakukan di setiap tingkat lembaga pendidikan salah satunya Sekolah Dasar Negeri. Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya (SDM), sarana prasarana, dan dana/biaya. Terciptanya administrasi Sekolah Dasar yang tertib teratur, perlu adanya serangkaian kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi pendidikan bagi kepala sekolah dan guru atau tenaga pendidik. Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi akan mempunyai dampak positif terhadap kemampuan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar.
Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di ruang lingkup sekolah dasar pengendalian yang dilakukan satuan pendidikan masih kurang, mengingat banyak aspek yang diamati. laporan pertanggungjawaban RKAS di lembaga sekolah hanya laporan akhir tahun ajaran belum dikaji sampai sejauh mana keberhasilan program sekolah, bagaimana dampak atau hasil dari program sekolah, dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang ditargetkan. Masih ada ketidaksesuaian jumlah biaya yang ditetapkan dengan jumlah biaya pada saat pelaksanaan. Masih ada jadwal kegiatan yang tidak sama dengan jadwal pelaksanaan. Pembuatan laporan masih mengalami kendala, misalnya ada bukti transaksi yang tercecer. Akibatnya pencairan dana pendidikan tidak selalu tepat waktu, sehingga membutuhkan dana talangan untuk keberlangsungan kegiatan. Terkadang ada perubahan harga yang tidak terantisipas.Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengakaji implementasi ebijakan dngan nggunakan aplikasi ARKAS ssuai dengan Perwali Nmmor 20 Tahun 2021.

2. METODE PENELITIAN
	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang akan mendeskripsikan hasil penemuan-penemuan di lapangan dengan mengkaji kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian, dan dalam penelitian ini sistem aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) sebagai objek penelitian sedangkan subjek dalam penelitian pustakawan perpustakaan yang sesuai dan mencoba menganalisis untuk berdasarkan data yang diperoleh. 
Menurut(Abdussamad 2021) metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama pengumpulan data, dan observasi serta dokumentasi sebagai tambahan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Peneliti mengamati  terkait implementasi ARKAS yang dijalankan oleh Lembaga Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Petama Negeri untuk memberikan suatu pelayanan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintah. Teknik pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dari penelitian pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan  (fieldresearch) yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung berhadapan dengan objek penelitian sehingga data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian.
Data yang diperoleh dari wawancara setiap narasumber dianalisis dengan menggunakan analisis data (thematic analysis). Peneliti melakukan langkah-langkah mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena buatan manusia maupun fenomena alamiah. Fenomena ini berbentuk aktivitas, aktivitas pelayanan untuk menciptakan sistem kerja yang baik(Laksmana and Setyawan 2021). Sebagai jaminan validitas data peneliti menggunakan triagulasi data, yang diwawancarai berasal dari siswa dan petugas perpustakaan. Peneliti juga menggunakan teknik triagulasi dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokument. Penelti juga menjaga kerahasian narasumber sebagai yang diwawancarai dan indentitas narasumber dirahasiakan dengan diberi informent consent untuk disetujui atau tidak disetujui untuk keikut sertaan dalam memberikan pendapat saat diwawancarai dan narasumber bisa membatasi sebuah jawaban yang termasuk keterlibatan kapan saja serta tanpa menayakan sebuah alasan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

	Kebijakan publik adalah aturan yang sudah disepakati untuk dikeluarkan kemudian dipakai mengatur orang hingga kelompok serta pejabat. Tujuan adanya kebijakan publik atau public policy dalam memecahkan masalah yang muncul atau juga sedang dihadapi. Pengertian kebijakan publik sebenarnya memiliki banyak penjelasan dan terbatas dari kebijakan lainnya(Abdullah, Muchlis, and Sari 2015). Jika dilihat secara terminologi, arti kebijakan publik memang diketahui banyak dan kebanyakan tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik termasuk sebagai kewenangan milik pemerintah, dilakukan dalam menjalankan tugas serta fungsi dalam hubungan di terjadi di dalam masyarakat.
Pada dasarnya kebijakan pemerintah digunakan untuk menata kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek. Merupakan kebijakan uang orientasinya kepada kepentingan masyarakat tersebut, di setiap munculnya kebijakan publik secara umum akan diawali dengan perumusan masalah. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor dan bidang. di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Peneliti mengamati  terkait implementasi ARKAS yang dijalankan oleh Lembaga Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Petama Negeri untuk memberikan suatu pelayanan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintah.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan pada aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo antara lain berdasarkan teori menurut Jeffrey L.Prassman dan Aaron Wildavsky – 1973, yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan antara lain :
a. Sumber daya (recources)
b. Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)
c. Karakteristik Pelaksana Kebijakan (implementor characteristics)
d. Karakteristik Lingkungan (environmental characteristics)
 IMPLEMENTASI pelayanan pada aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo


Gambar 1: Temuan Peneliti
· Sumber Daya
Indikator sumber daya dalam rangka Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo dengan penentuan pedoman anggaran. Lebih jelasnya, SH. (Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Pada Dikbud Kota Probolinggo) mengutarakan bahwa:
“…Pihak terkait seperti Pemda, Dikbud, pihak sekolah, dan lainnya melakukan penyusunan RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah; RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.…”. (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
AY (Operator ARKAS Pada Dikbud Kota Probolinggo) mendukung pernyataan terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo bahwa:
“…mekanisme pengelolaan penganggaran mengikuti mekanisme keuangan daerah yang diatur dalam SE Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah, Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah...” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).

Selanjutnya, TP (Wali Murid) memberikan pandangannya terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, bahwa:
“…sebenarnya saya tidak mengerti secara jelas. Namun disekolah jika ada informasi dan lainnya disampaikan dirapat walimurid. Seluruh rancangan disampaikan sehingga walimurid jika ada pembangunan, pengadaan, dan lainnya. Penganggaran ini memuat tentang proses perencanaan anggaran dan program kegiatan sekolah selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan.…” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
Kesimpulan hasil wawancara terkait sumber daya pada tahap penentuan anggaran dalam Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo diterapkan dengan Pihak terkait seperti Pemda, Dikbud, pihak sekolah, dan lainnya melakukan penyusunan RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah; RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. mekanisme pengelolaan penganggaran mengikuti mekanisme keuangan daerah yang diatur dalam SE Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. dasar penyusunan penganggaraan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban penganggaran diatur oleh peraturan-peraturan yang bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah, Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. mengintegrasikan melalui sistem informasi yang berbasis teknologi yaitu berupa Aplikasi. Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaraan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana. Selain itu, kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi sarana membangun strategi agar sistem Aplikasi RKAS dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Sumber daya pada program ARKAS Dikbud sudah disesuaikan dengan regulasi yaitu perencanaan dan penganggarannya sudah ada data. Seluruhnya tertuang dan dipedomani dari perundang-undangan hingga perwali. sumber daya pertama adalah sumber daya manusia meliputi Pihak yang terlibat Pemda, Dikbud Kota Probolinggo, Kepala Unit Pelaksana, pihak sekolah, UPTD terkait. lebih detail, pedoman penentuan anggaran terutama di sekolah itu ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ada bendahara sekolah, juga anggota. Anggotanya guru, komite sekolah, wali murid yang berkoordinasi dengan tim tingkat kota, seperti pengarah, penanggung jawab, dan tim pelaksana. Seluruhnya saling bersinergi dalam menentukan anggaran sesuai pedoman dan aturan. seluruh pihak bertugas melaporkan perencanaan, program dan kegiatan belanja. Sumber daya lain berupa dana dan peralatan. Seperti Dana BOS, BOSDA, dan peralatan seperti komputer sebagai perangkat keras, internet dan aplikasi sebagai perangkat lunak, dan lain-lain.

· Struktur Birokasi
Indikator struktur birokrasi dalam rangka Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo dengan penentuan pedoman anggaran. Lebih jelasnya, SH (Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Pada Dikbud Kota Probolinggo) mengutarakan bahwa:
“…Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh sekolah dalam kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah sebelum memasuki tahap-tahap berikutnya. Dalam kegiatan perencanaan, tentunya harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun program dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah untuk satu tahun. Perencanaan anggaran dana BOS diawali dengan membuat RKAS untuk satu tahun anggaran. Perencanaan anggaran dibuat untuk tahun anggaran periode berikutnya. Artinya perencanaan anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan maka dapat terealisasi pada tahun berikutnya…”. (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
 AY (Operator ARKAS Pada Dikbud Kota Probolinggo) mendukung pernyataan terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo bahwa:
“…Penyusunan anggaran didasari hasil pengajuan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana serta kepala tata usaha mengidentifikasi programprogram kegiatan sekolah dengan mengadakan rapat kerja bersama bendahara, operator sekolah, dewan guru, karyawan dan juga komite sekolah. keterlibatan guru dan karyawan hanya mengusulkan kebutuhan yang mereka butuhkan selama satu tahun. Sedangkan komite sekolah dalam penyusunan RKAS terlibat dalam memberi masukan dan saran kepada sekolah serta mengesahkan RKAS....” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
Selanjutnya, TP(Wali Murid) memberikan pandangannya terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, bahwa:
“…seluruh pihak saling mengusulkan dan melaporkan terkait kebutuhan anggaran sekolah…” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).

Kesimpulan hasil wawancara terkait struktur birokrasi pada penentuan pedoman anggaran dalam Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo diterapkan dengan Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh sekolah dalam kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah sebelum memasuki tahap-tahap berikutnya. Dalam kegiatan perencanaan, tentunya harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun program dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah untuk satu tahun. Perencanaan anggaran dana BOS diawali dengan membuat RKAS untuk satu tahun anggaran. Perencanaan anggaran dibuat untuk tahun anggaran periode berikutnya. Artinya perencanaan anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan maka dapat terealisasi pada tahun berikutnya. Penyusunan anggaran didasari hasil pengajuan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana serta kepala tata usaha mengidentifikasi programprogram kegiatan sekolah dengan mengadakan rapat kerja bersama bendahara, operator sekolah, dewan guru, karyawan dan juga komite sekolah. keterlibatan guru dan karyawan hanya mengusulkan kebutuhan yang mereka butuhkan selama satu tahun. Sedangkan komite sekolah dalam penyusunan RKAS terlibat dalam memberi masukan dan saran kepada sekolah serta mengesahkan RKAS.
Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh sekolah dalam kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah sebelum memasuki tahap-tahap berikutnya. Dalam kegiatan perencanaan, tentunya harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun program dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah untuk satu tahun. Perencanaan anggaran dana BOS diawali dengan membuat RKAS untuk satu tahun anggaran. Perencanaan anggaran dibuat untuk tahun anggaran periode berikutnya. Artinya perencanaan anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan maka dapat terealisasi pada tahun berikutnya. Penyusunan anggaran didasari hasil pengajuan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana serta kepala tata usaha mengidentifikasi programprogram kegiatan sekolah dengan mengadakan rapat kerja bersama bendahara, operator sekolah, dewan guru, karyawan dan juga komite sekolah. keterlibatan guru dan karyawan hanya mengusulkan kebutuhan yang mereka butuhkan selama satu tahun. Sedangkan komite sekolah dalam penyusunan RKAS terlibat dalam memberi masukan dan saran kepada sekolah serta mengesahkan RKAS.

· Karakteristik Pelaksanaan Kebijakan
Indikator karakteristik pelaksana kebijakan dalam rangka Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo dengan penentuan pedoman anggaran. Lebih jelasnya, SH (Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Pada Dikbud Kota Probolinggo) mengutarakan bahwa:
“…Karakter pelaksana kebijakan menempatkan anggaran pendidikan pada fungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pendukung dalam mengelola kekuatan atau kelemahan lembaga pendidikan. Fungsi forecast budget digunakan untuk membantu unit kerja melihat arah kebijakan ke depan berdasarkan ketersediaan anggaran. Tugas dari adanya anggaran adalah anggaran sebagai alat perencanaan yang membantu organisasi mengetahui apa yang perlu dilakukan dan ke mana arah kebijakan. Selesai Perencanaan menjadi pedoman dimana organisasi mewujudkan visi, misi dan tujuannya, pada akhirnya mencapai tujuan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas…”. (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
AY (Operator ARKAS Pada Dikbud Kota Probolinggo) mendukung pernyataan terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo bahwa:
“…RKAS adalah seperangkat rencana aksi sekolah yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan belajar mengajar di masa mendatang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa RKAS mencakup seluruh bagian pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Itu sebabnya RKAS dibuat dengan hati-hati pada tahap persiapan.....” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
Sejalan penuturan di atas, FR (Staf SMPN 9) memaparkan:
“…prosedur penyusunan RKAS guna mengoptimalkan pengelolaan dana dalam pembuatan program sekolah. Adapun hal-hal yang perlu ada dalam prosedur penyusunan, yaitu inventarisasi program/kegiatan sekolah tahun berikutnya; menyusun program aksi sesuai jenis dan prioritasnya; menentukan program kerja dan rinciian program; Mempersiapkan kertas kerja dan spreadsheet, menetapkan tujuan keuangan dan anggaran dan membawanya ke format standar RKAS…” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).

Selanjutnya, TP (Wali Murid) memberikan pandangannya terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, bahwa:
“…kepala sekolah dan tim yang perencana melakukan pengumpulan data mengenai program yang telah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Artinya pelaksana selalu bersikap sesuai aturan dan prosedural …” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).

Kesimpulan hasil wawancara terkait karakteristik pelaksana kebijakan pada penentuan pedoman anggaran dalam Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo diterapkan dengan Karakter pelaksana kebijakan menempatkan anggaran pendidikan pada fungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pendukung dalam mengelola kekuatan atau kelemahan lembaga pendidikan. Fungsi forecast budget digunakan untuk membantu unit kerja melihat arah kebijakan ke depan berdasarkan ketersediaan anggaran. Tugas dari adanya anggaran adalah anggaran sebagai alat perencanaan yang membantu organisasi mengetahui apa yang perlu dilakukan dan ke mana arah kebijakan. Selesai Perencanaan menjadi pedoman dimana organisasi mewujudkan visi, misi dan tujuannya, pada akhirnya mencapai tujuan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. RKAS adalah seperangkat rencana aksi sekolah yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan belajar mengajar di masa mendatang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa RKAS mencakup seluruh bagian pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Itu sebabnya RKAS dibuat dengan hati-hati pada tahap persiapan. prosedur penyusunan RKAS guna mengoptimalkan pengelolaan dana dalam pembuatan program sekolah. Adapun hal-hal yang perlu ada dalam prosedur penyusunan, yaitu inventarisasi program/kegiatan sekolah tahun berikutnya; menyusun program aksi sesuai jenis dan prioritasnya; menentukan program kerja dan rinciian program; Mempersiapkan kertas kerja dan spreadsheet, menetapkan tujuan keuangan dan anggaran dan membawanya ke format standar RKAS sesuai aturan.
Karakter pelaksana kebijakan menempatkan anggaran pendidikan pada fungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pendukung dalam mengelola kekuatan atau kelemahan lembaga pendidikan. Fungsi forecast budget digunakan untuk membantu unit kerja melihat arah kebijakan ke depan berdasarkan ketersediaan anggaran. Tugas dari adanya anggaran adalah anggaran sebagai alat perencanaan yang membantu organisasi mengetahui apa yang perlu dilakukan dan ke mana arah kebijakan. Selesai Perencanaan menjadi pedoman dimana organisasi mewujudkan visi, misi dan tujuannya, pada akhirnya mencapai tujuan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. RKAS adalah seperangkat rencana aksi sekolah yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan belajar mengajar di masa mendatang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa RKAS mencakup seluruh bagian pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Itu sebabnya RKAS dibuat dengan hati-hati pada tahap persiapan. prosedur penyusunan RKAS guna mengoptimalkan pengelolaan dana dalam pembuatan program sekolah. Adapun hal-hal yang perlu ada dalam prosedur penyusunan, yaitu inventarisasi program/kegiatan sekolah tahun berikutnya; menyusun program aksi sesuai jenis dan prioritasnya; menentukan program kerja dan rinciian program; Mempersiapkan kertas kerja dan spreadsheet, menetapkan tujuan keuangan dan anggaran dan membawanya ke format standar RKAS sesuai aturan.

· Karakteristik Lingkungan
Indikator karakteristik pelaksana kebijakan dalam rangka Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo dengan penentuan pedoman anggaran. Lebih jelasnya, SH(Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Pada Dikbud Kota Probolinggo) mengutarakan bahwa:
“…Karakteristik lingkungan dalam penentuan pedoman anggaran sangat kondusif dan memuat keterbukaan informasi…”. (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
AY (Operator ARKAS Pada Dikbud Kota Probolinggo) mendukung pernyataan terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Probolinggo bahwa:
“…Karakteristik lingkungan dalam penentuan pedoman anggaran sekolah sangat menyesuaikan dengan aturan dan memuat komitmen tinggi untuk menghindari kesalahan dan meminimalisir penyelewengan...” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).

Sejalan penuturan di atas, FR (Staf SMPN 9) memaparkan:
“…dalam penentuan pedoman anggaran lingkup instansi menjalankan koordinasi dan kerjasama yang kompak. Penentuan diterapkan dengan struktural kinerja yang tersistem dan berjalan sesuai alur…” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
Selanjutnya, TP (Wali Murid) memberikan pandangannya terkait Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, bahwa:
“…lingkungan harmonis, koordinasi sesuai alur …” (Wawancara pada Tanggal 3 November 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo).
Kesimpulan hasil wawancara terkait karakteristik lingkungan pada penentuan pedoman anggaran dalam Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo diterapkan dengan Karakteristik lingkungan dalam penentuan pedoman anggaran sangat kondusif dan memuat keterbukaan informasi. Karakteristik lingkungan dalam penentuan pedoman anggaran sekolah sangat menyesuaikan dengan aturan dan memuat komitmen tinggi untuk menghindari kesalahan dan meminimalisir penyelewengan. Kinerja dalam penentuan pedoman anggaran lingkup instansi menjalankan koordinasi dan kerjasama yang kompak. Penentuan diterapkan dengan struktural kinerja yang tersistem dan berjalan sesuai alur.

4. KESIMPULAN 
		Dari paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:
Sumber Daya Penentuan Pedoman Anggaran pada program ARKAS Dikbud sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan aturan berlaku. Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia meliputi Pihak yang terlibat Pemda, Dikbud Kota Probolinggo, Kepala Unit Pelaksana, pihak sekolah, UPTD terkait. Sumber daya lain berupa dana dan peralatan. Seperti Dana BOS, BOSDA, dan peralatan seperti komputer sebagai perangkat keras, internet dan aplikasi sebagai perangkat lunak, dan lain-lain. Sumber Daya Tahap Penentuan Anggaran terkait Pemda, Dikbud, pihak sekolah, dan lainnya melakukan penyusunan RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah; RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Sumber Daya Pelaksana Anggaran seperti Dana BOS dan BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing Satdikdas. Selain itu dana anggaran digunakan pembiayan operasional untuk tenaga pendidik, tenaga administrasi, tenaga pendukung. Pemerintah Kota Probolinggo mengelola dana sekolah dengan tim kota. Penanggung jawabnya Walikota, Koordinatornya Sekretaris Daerah, Ketuanya Kepala Dinas, dan Anggotanya Kepala Perangkat Daerah. Sementara tim pelaksana dipimpin oleh sekretaris dinas. Sementara pada tim sekolah meliputi kepala sekolah bendahara sekolah, anggota yang tersidiri dari guru, komite sekolah, dan wali murid. Pada penerapan Arkas pihak penanggung jawab pelaksana anggaran seperti Kepsek, Bendahara, Ketua Komite dengan bertugas sebagai penanggung jawab laporan Dana BOS. Bentuk laporan ini online.
Struktur Birokrasi Penentuan Pedoman Anggaran pada kegiatan perencanaan, tentunya harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun program dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah untuk satu tahun. Penyusunan anggaran didasari hasil pengajuan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana serta kepala tata usaha mengidentifikasi programprogram kegiatan sekolah dengan mengadakan rapat kerja bersama bendahara, operator sekolah, dewan guru, karyawan dan juga komite sekolah. keterlibatan guru dan karyawan hanya mengusulkan kebutuhan yang mereka butuhkan selama satu tahun. Sedangkan komite sekolah dalam penyusunan RKAS terlibat dalam memberi masukan dan saran kepada sekolah serta mengesahkan RKAS. 
Karakter Pelaksana kebijakan pada Penentuan Pedoman Anggaran menempatkan anggaran pendidikan pada fungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pendukung dalam mengelola kekuatan atau kelemahan lembaga pendidikan. Fungsi forecast budget digunakan untuk membantu unit kerja melihat arah kebijakan ke depan berdasarkan ketersediaan anggaran. Perencanaan menjadi pedoman dimana organisasi mewujudkan visi, misi dan tujuannya, pada akhirnya mencapai tujuan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Itu sebabnya RKAS dibuat dengan hati-hati pada tahap persiapan. prosedur penyusunan RKAS guna mengoptimalkan pengelolaan dana dalam pembuatan program sekolah. Adapun hal-hal yang perlu ada dalam prosedur penyusunan, yaitu inventarisasi program/kegiatan sekolah tahun berikutnya; menyusun program aksi sesuai jenis dan prioritasnya; menentukan program kerja dan rinciian program; Mempersiapkan kertas kerja dan spreadsheet, menetapkan tujuan keuangan dan anggaran dan membawanya ke format standar RKAS sesuai aturan. 
Karakteristik Lingkungan Penentuan Pedoman Anggaran dalam penentuan pedoman anggaran sangat kondusif dan memuat keterbukaan informasi. Karakteristik lingkungan dalam penentuan pedoman anggaran sekolah sangat menyesuaikan dengan aturan dan memuat komitmen tinggi untuk menghindari kesalahan dan meminimalisir penyelewengan. Kinerja dalam penentuan pedoman anggaran lingkup instansi menjalankan koordinasi dan kerjasama yang kompak. Penentuan diterapkan dengan struktural kinerja yang tersistem dan berjalan sesuai alur. 
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